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Pos Kota

Anggaran Pemprov DKI Dinilai Relevan Gratiskan

JAKARTA (Poskota) - Koor-
dinator Nasional Jaringan
Pemantau Pendidikan Indo-
nesia (JPPI), Ubaid Matraji
menilai sekolah gratis khu-
susnya bagi warga Jakarta
perlu diwujudkan. Menurut
dia, pendidikan gratis se-
lama 12 tahun sesuai am-
anat Undang-Undang per-
lu diperhatikan.

"Pendidikan bebas biaya
ini harus segera diwujudkan.
Pembahasan panjang leb-
ar sudah cukup lah," kata
Ubaid melalui pesan sing-
kat, Rabu (17/7).

Ubaid berujar, sekolah
gratis bisa diwujudkan den-
gan memanfaatkan Angga-
ran Pendapatan dan Belan-
ja Daerah (APBD). Selain
itu, bantuan sosial (bansos)
Kartu Jakarta Pintar (KJP)
juga bisa dimanfaatkan un-

Biaya Sekolah

tuk merealisasikan sekolah
gratis.

"Daripada KJP banyak
yang salah sasaran dan
banyak juga anak KJP yang
gagal PPDB, kan bahaya.
Mereka banyak yang putus
sekolah," katanya.

Menurut dia, anggaran
tersebut sangat relevan un-
tuk merealisasikan seko-
lah gratis bagi warga Ja-
karta. "Anggaran untuk KJP
kan banyak itu, kan pembo-
rosan kalau tidak tepat sa-
saran. Tiap tahun, angga-
ran KJP naik turun di kisa-
ran 3-6 triliun, itu kalau di-
alihkan ke sekolah bebas
biaya, sudah lebih dari cu-
kup," tuturnya.

Lebih lanjut, Ubaid me-
nuturkan jika seharusnya ti-
dak ada lagi proses PPDB
bagi anak yang ingin ber-

sekolah. Pasalnya, hal itu
justru malah bertentangan
dengan amanat Undang-
Undang yang menjamin
pendidikan gratis bagi ma-
syarakat.

"Penerapan sekolah be-
bas biaya ini, dasar hukum-
nya sudah jelas, jadi Jakar-
ta harus jadi contoh dan in-
spirasi daerah-daerah lain,"
ucapnya.

Sebelumnya, Dewan
Perwakilan Rakyat Dae-
rah (DPRD) DKI Jakarta
meminta kepada pemerin-
tah provinsi (Pemprov) DKI
Jakarta mempercepat real-
isasi sekolah swasta gratis.

Sekrestaris Komisi E
DPRD DKI Jakarta, Jhony
Simanjuntak mengatakan
jika DPRD telah mengusul-
kan sekolah swasta gratis
sejak setahun lalu.

"Sebenernya kami su-
dah bicarakan itu sejak
setahun yang lalu dan
kita mengharapkan Dinas
Pendidikan membuat ka-
jian akademiknya lah ya,
secepatnya, supaya nanti
secepatnya di APBD 2025
ini udah bisa kita luncur-
kan," kata Jhony melalui -
sambungan telepon, Se-
lasa 16 Juli 2024.

Menurut Jhony, seluruh
anggota Komisi E DPRD DKI
Jakarta telah sepakat jika
Pemprov DKI Jakarta me-
nyediakan sekolah swasta
gratis bagi masyarakat. Hal
ini lantaran bantuan sosial
(bansos) Kartu Jakarta Pin-
tar (KJP) dinilai bukan men-
jadi solusi bagi warga Jakar-
ta untuk mengenyam pen-
didikan selama 12 tahun.
(Pandi/den)




